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Abstrak: Hotel Swiss-belhotel Maleosan Manado merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang jasa perhotelan.
Pelayanan kamar 24 jam, di Kota Manado. penelitian ini bertujuan untuk membandingkan perhitungan, pemungutan, dan
penyetoran pajak penghasilan Pasal 21 atas pegawai Swiss-Belhotel Maleosan Manado apakah telah melaksanakan sesuai
dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggali data
perusahaan, mewawancarai, dan menguji data dengan membandingkan hasil perhitungan, pemungutan, dan penyetoran
dari perusahaan. Data yang dikumpulkan adalah data perhitungan laporan rekap pajak dan slip gaji karyawan, penghasilan
Pasal 21 tahun 2020 Swiss Belhotel Maleosan Manado. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, dalam
pelaksanaannya telah sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-
16/PJ/2016.

Kata Kunci: Budaya Organisasi, Informasi Akuntansi Manajemen, Kinerja Manajerial.

Abstract: Hotel Swiss-belhotel Maleosan Manado is a company engaged in hospitality services. 24- hour room service,
in Manado City. This study aims to compare the calculation, collection, and deposit of Article 21 income tax on Swiss-
Belhotel Maleosan Manado employees whether they have carried out in accordance with applicable tax regulations.
This study uses a descriptive qualitative method by digging up company data, interviewing, and testing the data by
comparing the results of calculations, collections, and deposits from companies. The data collected is data on the
calculation of the tax recap report and employee salary slips, the income of Article 21 of 2020 Swiss Belhotel Maleosan
Manado. Based on the results obtained from this study, in its implementation it has beenin accordance with Law No.
36 of 2008 and Regulation of the Director General of Taxes No. PER- 16/PJ/2016.

Keywords: Income Tax Article 21, Swiss-Belhotel Maleosan Manado, Tax Law.

PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran rakyat atau kontribusi wajib pajak kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk memaksimalkan wajib
pajak maka sangat diharapkan penerimaan dari wajib-wajib pajakagar supaya penerimaan wajib pajak ini
bisa betul-betul maksimal diterima oleh pemerintah, maka wajib pajak harus bisa menghitung pajak dengan
benar membayar di tempat yang benar, danmelaporkan tepat waktu.

PPh Pasal 21 diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
Sebelumnya UU ini sudah beberapa kali diubah dengan tujuan untuk memaksimalkan pendapatan negara dari
sektor pajak khususnya PPh Pasal 21. Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, perubahan kedua pada
Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2000, perubahan ketiga pada Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007,
dan perubahan keempat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Demi efektivitas, efisiensi, dan
kemudahan pelaksanaannya, Indonesia menerapkan withholding tax system (Sistem Pemotongan/Pemungutan
Pajak), terhadap PPh Pasal 21. Dengan sistem ini, setiap pemberi kerja sebelum membayarkan penghasilan
kepada pekerja, pelaksana kegiatan, atau pelaksana jasa wajib melakukan perhitungan , pemungutan, dan
penyetoran ke kas negara. Artinya, penghasilan karyawan langsung dipotong oleh pemberi kerja withholding
tax system (Sistem Pemotongan/Pemungutan Pajak), berdasarkan penghasilan bruto mereka per tahun yang
memenuhi kriteria PKP (Penghasilan Kena Pajak) sehingga karyawan hanya menerima take home pay
(penghasilan bersih setelah pemungutan pajak dan potongan lainnya) Pihak pemberi kerjayang dimaksud
dalam penelitian ini yaitu pihak hotel Swiss-Belhotel Maleosan Manado.

Diterima: 23-12-2021; Disetujui untuk Publikasi: 31 -12-2021
Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum
p-ISSN: 24072-361X



Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum) 223

Swiss-belhotel Maleosan Manado adalah suatu hotel yang berkategori bintang4 (empat) dan merupakan
hotel chain yang diatur di bawah manajemen Swiss- Belhotel Internasional. Merupakan perusahaan pengelola
hotel yang berbaris di Hongkong, Swiss-Belhotel yang berdiri secara resmi pada tahun 1986 oleh Mr. Peter
Gautschi yang merupakan seseorang yang berkebangsaan Swiss, beliau Former Executive President Of
Peninsula Group yang merupakan tempat beliau bekerja selama kira-kira 30 tahun. Pada tanggal 18 Oktober
2008 (soft opening) Swiss- Belhotel Maleosan Manado diresmikan oleh Wakil Wali Kota Manado Abdi
Buchari, SE, M.Si. Walaupun masih dengan kondisi operasionalnya belum berjalan dengan baik secara
maksimal karena belum sesuai dengan semua fasilitas beroperasi. Sepak terjang hotel yang sudah lebih dari
satu dekade dengan jumlah karyawan sebanyak 122 orang di berbagai tingkatan mulai dari General Manager
sampai tingkat staf, Swiss-Belhotel Maleosan Manado sebagai hotel yang besar dari segi reputasi dan
kontribusinya bagi sumber penerimaan negara dalam bentuk pajak khususnya PPh Pasal 21. Oleh karena itu
Swiss-Belhotel Maleosan Manado merupakan wajib pajak badan yang terkait langsung dengan mekanisme
PPh 21 sehingga terdapat kewajiban untuk perhitungan, pemungutan, dan penyetoran PPh 21 sesuai Undang-
Undang Perpajakan yang berlaku.

TINJAUAN PUSTAKA
2.1.1 Pajak

Menurut Mardiasmo (2019 : 4). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkanundang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yanglangsung dapat
ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.1.2 Fungsi Pajak
Menurut Mardiasmo (2019 : 4) pajak memiliki dua fungsi yaitu :
1. Fungsi anggaran (Budgetair), Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagipemerintah
untukmembiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (Regulerend), Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau
melaksanakan kebijakanpemerintah dalam bidang sosial.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

1. Pemungutan pajak harus adil sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapaikeadilan, Undang- Undang
maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal
23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun
warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian, pemungut tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi
maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Sistem pajak harus efisien sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil
pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana agar memudahkan dan mendorong masyarakat dalam
memenuhi kewajiban perpajakan. Syarat ini dipenuhi oleh UU perpajakan yang baru.

2.1.4 Subjek PPh PPh Pasal 21

Wajib pajak PPh Pasal 21 adalah orang yang dikenai pajak atas penghasilannya atau penerima
penghasilan yang dipotong PPh 21 berdasarkan Per- dirjen PER-16/PJ/2016 Pasal 3 wajib pajak PPh 21. Jika
disimpulkan peserta wajib pajak terbagi menjadi 6 kategori, antara lain pegawai, bukan pegawai, penerima
pension, dan pesangon, anggota dewan komisaris, mantan pegawai, dan peserta kegiatan.

2.1.5 Objek PPh Pasal 21
Objek pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah sesuatu yang kemungkinandapat dikenakanpajak di
dalamnya, adapun objek tersebut adalah :

a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau
penghasilan sejenisnya.

b. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja danpenghasilan sehubungan dengan dana
pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua
atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain.

c. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah
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satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.

d. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fiee, dan imbalan sejenisnya
dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan
kegiatan yang dilakukan.

e. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat,
honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

2.1.6 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan Pasal 21 (PPh) Menurut Mardiasmo (2019 : 204) adalah pajak atas penghasilan
berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun
sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukanoleh orang pribadi.

2.1.7 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Seperti yang kita ketahui mulai bulan Juni 2016, penghasilan tidak kena pajak (PTKP) telah berubah.
Sekarang untuk wajib pajak yang berstatus tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan Jumlah PTKP-nya
sebesar Rp54.000.000,00 atau setara dengan Rp4.500.000,00 per-bulan. Dengan adanya perubahan itu, tata
cara perhitungan PPh 21 juga mengalami perubahan.

2.1.8 Pegawai Tetap

Pegawai tetap adalah pegawai yang memperoleh sejumlah penghasilan secara teratur, termasuk
anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secarateratur terus-menerus ikut mengelola
kegiatan perusahaan secara langsung serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka
waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (full time) dalam pekerjaan tersebut
(Abdul dkk, 2020 :88).

2.1.9 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21
Secara umum, tarif pajak ada 4 (empat) macam, yaitu:
1. Tarif Progresif.
2. Tarif Degresif.
3. Tarif Proporsional.
4. Tarif Tetap/Regresif.

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang-Undang No.36 tahun2008 Pasal 17 ayat 1Wajib
Pajak Orang Pribadi dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Rp. 0 s/d Rp 50.000.000,00 5%
Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 250.000.000,00 15%
Rp. 250.000.000,00 s/d Rp. 500.000.000,00 25%
Rp. 500.000.000,00 30%

Sumber: Pajak.go.id
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2.1.10 Batas Waktu Penyetoran PPh 21
Batas waktu penyetoran mana

No Jenis Pajak Batas waktu Penyetoran

1 Pajak PPh 21 Paling lambat tanggal 10 bulan takwim (tahun kalender 1 Januari s/d
31 Desember) berikutnya setelah masa pajak berakhir, harus dibayar
lunas selambat-lambatnya tanggal 10 bulan pertama setelah tahun
pajak atau bagian tahun pajak berakhir. Sedangkan batas waktu
pelaporan suratpemberitahuanmasa-nya adalah tanggal 20 bulan
berikutnya.

Sumber: Pajak.go.id

METODE PENELITIA
3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Digunakan metode ini karena metode
kualitatif deskriptif adalah metode penggambaran apa adanya dan cenderung menggunakan analisis sesuai
dengan judul penelitian yang diambil. Metode ini digunakan untuk menggambarkan penerapan pada PPh Pasal
21 dengan data slip gaji karyawan Swiss-Belhotel Maleosan Manado.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat pada Swiss-Belhotel Maleosan Manado perusahaan ini terletak di Jalan Jendral
Sudirman, No. Kav. 85-87, Pinaesaan Kecamatan Wenang, Kota Manado. Dengan waktu penelitian dimulai
sejak bulan Maret 2020 sampai dengan selesai.

3.3 Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data
3.3.1 Jenis Data

Jenis data penelitian yang digunakan yaitu data kualitatif dan data kuantitatif Data kualitatif berupa data
tentang gambaran umum perusahaan seperti sejarah perusahaan:
Data Kualitatif, dalam penelitian ini adalah data yang dari hasil wawancara dengan financial controller, divisi
accounting, mengenai penerapan sistem dan prosedur perhitungan, pemungutan, dan penyetoran pajak hotel
Swiss-Belhotel Maleosan Manado. Sejarah perusahaan, visi dan misi hotel sertatujuan perusahaan dan
struktur department accounting.
Sedangkan data kuantitatif dalam penelitian ini diambil atau diukur dalamskala numerik (angka).

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.
Data primer yaitu data yang diperoleh di lokasi penelitian secara langsung berupa data dan informasi yang
diberikan oleh perusahaan serta hasil wawancara dari narasumber bapak, Margo Hartono. Head Of
Department Accounting. yangdianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya
di lapangan mengenai Analisis Pehitungan, Pemungutan, dan Penyetoran terhadap PajakPenghasilan Pasal 21
pada Hotel swiss-Belhotel maleosan Manado.

3.3.3 Metode Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan sistematik terhadap gejala yangtampak
pada objek penelitian.
2. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dengan kepala pimpinan bapak, margo hartono. Head Of

Department Accounting, dan bagian prosedur perjanjian leasing serta pihak-pihak yang terkait.

3. Ibu Rita Noor, selaku Manajer HRD untuk mendapatkan informasi mengenai.
4, sejarah perusahaan dan kontrak kerja (penetapan gaji pokok, tunjangan, asuransi, dan take home pay.
5. Ibu Feiby Sambitiro, selaku Kepala Divisi Perpajakan sekaligus Asisten Head of Department

Accounting untuk mendapatkan informasi mengenai metode pemungutan dan perhitungan PPh Pasal
21 di perusahaan.
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6. Dokumenter, yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan arsip dan dokumen- dokumen dari
perusahaan yang bersangkutan.

3.4. Metode dan Proses Analisis
3.4.1 Metode Analisis

Analisis data yang dilakukan setelah data terkumpul. Proses analisis datamerupakan usaha untuk
memperoleh jawaban permasalahan penelitian. Dan dalam penelitian ini metode analisis datayang
digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yakni analisis yang tidak berdasarkan padaperhitungan
statistik, tapi dalampernyataan dan uraian yang selanjutnya akan disusun secara sistematis.

3.4.2 Proses Analisis
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis data dengan langkah berikut.
1. Tahap pertama, mengumpulkan data pegawai beserta jumlah tanggungan, slip gaji karyawan
penghasilan Pasal 21 perusahaan tahun 2020 yang memuat perhitungan serta pemungutan pajak
penghasilan Pasal 21 tahun 2020 yang dilakukanoleh Swiss-belhotel maleosan Manado.

2. Tahap kedua, membandingkan hasil perhitungan dan pemungutan pajak penghasilan Pasal 21 atas
pegawai tetap yang dilakukan oleh Swiss-belhotel Maleosan Manado dengan literatur yang
berhubungan dengan penelitian untuk dijadikan dasar acuan dalam kelengkapan dokumen. Dalamhal
ini, peneliti mencoba untuk mengkaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang
Pajak Penghasilan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman
Teknis Tata Cara Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21
dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang
Pribadi.

3. Tahap ketiga, yaitu tahap yang terakhir untuk peneliti menarik kesimpulan dari berbagai cara yang

telah dilakukan oleh peneliti yang berhubungan dengananalisis perhitungan dan pemungutan pajak

penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap pada Swiss-belhotel Maleosan Manado.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil penelitian

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis, data yang diperoleh hanya sebagian slip gajidan
bukti potong 1721-A1 karyawan Swiss-Belhotel Maleosan Manado sebanyak 30 orang karyawan tetap.
Berikut adalah daftar karyawan tersebut beserta jumlah tanggungannya.

No. Nama NPWP Status Jabatan
Karyawan PTKP

1 A N/A K2 Steward Attendant
2 B N/A K/1 HK SPV

3 C N/A TK Sales manager

4 D N/A TK Steward Attendant
5 E N/A K/1 Captain Restaurant
6 F N/A TK Waiter

7 G N/A TK Bell Boy

8 H N/A TK Staff Banquet

9 I N/A TK FO manager

10 J N/A TK Waiters

11 K N/A TK Fnb Manager

12 L N/A TK Bell Boy
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13 M N/A TK Captain Restaurant
14 N N/A K/0 Sales Excecutive

15 (0] N/A K/0 HK SPV

16 P N/A TK Supervisor Engineer
17 Q N/A TK Bell Boy

18 R N/A K73 FO Manager

19 S N/A TK Waitress

20 T N/A TK Waiter

21 U N/A TK Room attendant

22 A% N/A TK Loundry attendant

23 w N/A TK Senior lauodry shift leader
24 X N/A TK Public area attendant
25 Y N/A TK Reservation Officer
26 Z N/A TK Sales Executive

27 AA N/A TK Reservation Officer
28 AB N/A K2 Supervisor Engineer
29 AC N/A K72 Public area attendant
30 AD N/A TK Public area attendant
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Berikut adalah penjelasan dari tabel 4.2 perhitungan dan pemungutan pajak penghasilan Pasal 21 Swiss-
Belhotel Maleosan Manado pada karyawan tingkat staf seperti yang tercantum di atas :

Penghasilan bruto, rincian penghasilan bruto terdiri dari gaji pokok (basic salary), bonus servise change,

1.

2.

Pengurangan rincian penghasilan terdiri dari jabatan yang dipotong sebesar 5% dari jumlah penghasilan
bruto/setinggi-tingginya Rp6,000,000,00 dalam setahun dan iuran yang terkait dengan gaji dibayar
dimuka oleh pegawai sebesar Rp1,362,449,00.

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP), rincian perhitungan PTKP sebesar Rp54,000,000,00 diperoleh dari

perhitungan status PTKP, WP (Tidak Kawin).

Penghasilan Kena Pajak (PKP), hasil PKP sebesar Rp6.580.306,00 diperoleh dari perhitungan jumlah
penghasilan neto dikurangi dengan besarnya PTKP. Tarif pajak penghasilan Pasal 21 dikenakan pada PKP
menurut Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 sebagai berikut. 5% x Rp6.580.306,00 =
Rp329.015,00 Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhutang, rincian pajak penghasilan Pasal 21 terhutang per
bulannya sebesar Rp27.417,00 diperoleh dari PPh terhutang dibagi 12 bulan (masa kerja karyawan).

Rp329.015,00 + 12 = Rp27.418,00.

dan tunjangan lainya.
PERIOD : APRIL 2020
NAME A

POSITION Steward Attendant

DEPARTMENT
EMPLOYEE I.D

JOIN DATE

: Housekeeping

INCOME

DEDUCTION

REMARK

BASIC SALARY
INCOME TAX (PPh 21)
SERVICE CHARGE

BPJS TK (COMPANY)

3.784.580

1.250.100
247.512

EMPLOYEE LEDGER
*FB SWISS - CAFE
*FB SWISS - DELI

* FB LOUNGE

TOTAL DAYS

-] PRESENT DAYS

30
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BPJS KES (COMPANY) : 151.383 | * TELEPHONES -] DAY OFF
REFUND : - * ROOM CHARGE
THR : - * OTHERS -] EXTRA OFF
ALLOWANCE ABSENT DEDUCTION
* DESIGNATION *CUT TO SALARY 883.069 | HOLIDAY
*HOUSING : - *CUT TO SERVICE 291.690
* TRANSPORT INCOME TAX (PPh 21) 27.418 | ANNUAL LEAVE
* TELEPHONE BPJS TK (PERSONAL) 113.537
* OTHERS : - BPJS KES (PERSONAL) 37.846] SICK LEAVE 0
OTHERS - PINJAMAN KOPERASI
S S—— : - | IURAN KOPERASI -] PREGNAN LEAVE
* : - | KAS OIKUMENE / TAZKIR
*. PKW -] ABSENT 0
S S—— : - | OTHERS
* DANA DUKA 5.000
TOTAL : 5.433.575 TOTAL 1.358.560 ] TAKE HOME PAY 4.075.015
COUNTEDAS :
RITA M NOOR
Human Resources Manager
Sumber: Swissbel-Hotel Maleosan Manado (2020)
Tabel 4.7 Rekapan Tanggal Penyetoran
1. SPT Masa PPh Pasal 21
No Bulan Tanggl Batas Tanggal Keterangan
penyetotan Penyetoran

Januari 8 februari 10 februari Penyetoran  harus  sesuai
tanggal dan harus tepat
waktu sebelum lewat batas
tanggal yang ditentukan.

Februari 3 Maret 10 Maret Penyetoran harus sesuai
tanggal dan harus tepat
waktu sebelum lewat batas
tanggal yang ditentukan.

Maret 5 April 10 April Penyetoran  harus  sesuai
tanggal dan harus tepat
waktu sebelum lewat batas
tanggal yang ditentukan.

April 7 Mei 10 Mei Penyetoran harus sesuai
tanggal dan harus tepat
waktu sebelum lewat batas
tanggal yang ditentukan.

Mei 4 Juni 10 Juni Penyetoran harus sesuai
tanggal dan harus tepat
waktu sebelum lewat batas
tanggal yang ditentukan.

Juni 8 Juli 10 Juli Penyetoran harus sesuai
tanggal dan harus tepat
waktu sebelum lewat batas
tanggal yang ditentukan.
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Juli

6 Agustus

10 Agustus

Penyetoran harus sesuai
tanggal dan harus tepat
waktu sebelum lewat batas
tanggal yang ditentukan.

Agustus

7 September

10 September

Penyetoran  harus  sesuai
tanggal dan harus tepat
waktu sebelum lewat batas
tanggal yang ditentukan.

September

7 Oktober

10 Oktober

Penyetoran  harus  sesuai
tanggal dan harus tepat
waktu sebelum lewat batas
tanggal yang ditentukan.

10

Oktober

5 November

10 November

Penyetoran  harus  sesuai
tanggal dan harus tepat
waktu sebelum lewat batas
tanggal yang ditentukan.

11

November

2 Desember

10 Desember

Penyetoran  harus  sesuai
tanggal dan harus tepat
waktu sebelum lewat batas
tanggal yang ditentukan.

12

Desember

3 Desember

10 januari

Penyetoran  harus  sesuai
tanggal dan harus tepat
waktu sebelum lewat batas
tanggal yang ditentukan.

Sumber: Data Olahan, 2020

Tabel 4.8 Rekapan Tanggal Pelaporan

1. SPT Masa PPh Pasal 21

No

Bulan

Tanggl
Pelaporan

Batas Tanggal
Pelaporan

Keterangan

Januari

17 februari

20 februari

tidak

dalam
masa
bulan

Perusahaan,
terlambat
melaporkan  spt
PPh pasal 21
Desember

Februari

17 Maret

20 Maret

Perusahaan tidak
terlambat dalam
melaporkan spt masa
PPh pasal 21 bulan

Desember

Maret

18 April

20 April

tidak

dalam
masa
bulan

Perusahaan
terlambat
melaporkan  spt
PPh pasal 21
Desember

April

16 Mei

20 Mei

tidak

dalam
masa
bulan

Perusahaan
terlambat
melaporkan  spt
PPh pasal 21
Desember
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5 Mei 18 Juni 20 Juni Perusahaan tidak
terlambat dalam
melaporkan spt masa
PPh pasal 21 bulan
Desember

6 Juni 15 Juli 20 Juli Perusahaan tidak
terlambat dalam
melaporkan spt masa
PPh pasal 21 bulan
Desember

7 Juli 17 Agustus 20 Agustus Perusahaan tidak
terlambat

dala
m melaporkan spt masa
PPh pasal 21 bulan
Desember

8 Agustus 18 September | 20 September Perusahaan tidak

terlambat

dala
m melaporkan spt masa
PPh pasal 21 bulan
Desember

9 September 15 Oktober 20 Oktober Perusahaan tidak

terlambat

dala
m melaporkan spt masa
PPh pasal 21 bulan
Desember

10 Oktober 16 November | 20 November Perusahaan tidak

terlambat

dala
m melaporkan spt masa
PPh pasal 21 bulan
Desember

11 November 18 Desember 20 Desember Perusahaan tidak

terlambat

dala
m melaporkan spt masa
PPh pasal 21 bulan
Desember

12 Desember 18 Desember 20 januari Perusahaan tidak

terlambat

dala
m melaporkan spt masa
PPh pasal 21 bulan
Desember

Sumber: Data Olahan, 2020

Tabel 4.9 Rekapan Tanggal Pelaporan SPT Tahunan

No

Tahun Pajak

Tanggal
Pelaporan SPT
Tahunan

Keterangan
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1 30 desember 2020 25 Maret 2021 TEPAT WAKTU

Sumber: Data Olahan, 2020

KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, analisis perhitungan, pemungutan, dan penyetoran

PPh Pasal 21 pada hotel Swiss-Belhotel Maleosan Manado, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perhitungan, pemungutan, dan Penyetoran PPh Pasal 21 yang dilakukan Swiss-Belhotel MaleosanManado
secara garis besar telah sesuai dengan UU perpajakan namun perusahaan belum melakukan perhitungan
pembulatan kebawah untuk penghasilan kena pajak

2. Berdasarkan perhitungan perusahaan tentang perhitungan, pemungutan, penyetoran dan penerapan biaya
jabatan tentang dan tarif pajak penghasilan yang ditentukan oleh Swiss-belhotel Maleosan Manado
kepada karyawan telahtepat dan sesuai

3. Untuk setoran dan pelaporan selalu tepat waktu dan rutin. PPh Pasal 21 masa pegawai pada Swiss-
Bellhotel Maleosan Manado dilakukan oleh Accounting staff sebelum tangga 10 bulan berikutnya, dan
sesuai dengan batas waktuyang ditetapkan

5.2 Saran

Swiss-belhotel Maleosan Manado khususnya dalam perhitungan PPh Pasal 21 untuk Perhitungan,
pemungutan, dan penyetoran PPh Pasal 21, kiranya dapat memperbaharui sistem perhitungan PPh Pasal 21
khususnya untuk penghasilan kena pajak sehingga tidak terjadi kesalahan perhitungan dan pemungutan
yang dapat mengakibatkan perhitungan PPh Pasal 21 masih terdapat kesalahan atauketetapan dalam nilai
ribuan ke bawah (nilai Material).
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